
 
1 

[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti] 

95,44% WARGA TERDAFTAR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 
(BPJS), PEMKAB TEMANGGUNG TERIMA PENGHARGAAN UNIVERSAL 

HEALTH COVERAGE (UHC) 

 
Sumber Gambar:  

https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2023/12/WhatsApp-Image-2023-12-11-at-17.28. 26-1-
2048x1365.jpeg 

 

Isi Berita:   

TEMANGGUNG – Pemerintah Kabupaten Temanggung menerima penghargaan Universal 

Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta dari BPJS Kesehatan. 

Penghargaan diterima Pj Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo, di Pendapa 

Pengayoman Temanggung, Senin (11/12/2023). 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang, Irfan Qadarusman menyampaikan, 

penghargaan diberikan atas tercapainya angka jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten 

Temanggung, yang mencapai 95,44% pada 2023. 

“Alhamdulillah per 1 Desember ini, UHC Kabupaten Temanggung sudah tembus di 95 

persen, artinya sudah mendapatkan predikat Universal Health Coverage. Sebanyak 95,44 

persen seluruh penduduk di Kabupaten Temanggung ini sebagai peserta JKN, artinya sudah 

banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan dan terdaftar pada jaminan kesehatan,” tutur 

Irfan. 

Ditambahkan, sesuai RPJMN 2020-2024, Pemerintah Pusat menargetkan pada Juni 2024 

mendatang angka UHC di setiap daerah mencapai angka 98%. Untuk itu, BPJS akan 

berkolaborasi dengan instansi terkait, untuk mendaftarkan seluruh pekerja dalam jaminan 

kesehatan. 

“Kekurangan ini memang menjadi PR kita untuk mencapai target menjaminkan kesehatan 

masyarakat bagi yang belum terdaftar,” tandasnya. 
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Sementara itu, Pj Bupati Hary Agung Prabowo menuturkan, untuk mencapai target jaminan 

kesehatan sebesar 98%, Pemkab Temanggung akan menguatkan kolaborasi dan sinergi 

antara BPJS Kesehatan dengan OPD terkait, serta akan menghitung ulang alokasi anggaran 

jaminan kesehatan pada APBD. 

Dikatakan, kurang lebih 823.000 penduduk Kabupaten Temanggung itu harus dijaminkan 

semuanya, untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dari BPJS Kesehatan, agar supaya 

masyarakat Temanggung itu biar sehat. Kalaupun masuk ke Rumah Sakit itu sudah ada 

jaminan dari BPJS Kesehatan. 

“Saat ini masuk ke 95,44 persen yang sudah dijaminkan di BPJS Kesehatan. Ke depan di 

2024 besok, kita jaminkan total sekitar 98 persen. Nanti ke depan pasti akan kita jaminkan 

100 persen, karena memang harus semuanya, karena ini adalah aturan dan regulasi Undang-

undang yang telah mengatur itu,” imbuh Hary. 

Selain memberikan piagam penghargaan UHC, BPJS Kesehatan Cabang Magelang juga 

memberikan bantuan Organization Social Responsibility (OSR) berupa 20 unit tempat 

sampah. 
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Catatan : 

 APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan 

kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. 

Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai 

dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan 

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat 
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pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui 

evaluasi terhadap laporan APBD.1 

 Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan RKA-SKPD.2 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

 

                                                 
1 Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES 

PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada 
tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20 

2 Ibid 


